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SALINAN

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  51  TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
serta untuk penyesuaian rekening belanja maupun 

nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan 
penyesuaian anggaran; 

  b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi 
Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan kategori 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 
Anggaran 2023 menurut Provinsi/kabupaten/kota, perlu 

dilakukan penyesuaian anggaran; 
  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
50 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
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Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6847); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib  

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
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tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 
tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun 

Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 

tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 
Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 758); 

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 
tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun 
Berjalan untuk Kelompok Katagori Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, tambahan lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 

Nomor 7); 
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2023 Nomor 50); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
 

Pasal I 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 50), 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Lampiran I untuk Ringkasan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
2. Ketentuan Lampiran II untuk Urusan Pemerintahan 

Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 
pada Dinas Kesehatan, Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Urusan Pemerintahan 

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas 
Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Bidang 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas 
Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendaliaan 
Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan 
Pemerintahan Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan 
Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemerintahan 

Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Urusan 
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan 
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas 
Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 

Perindustrian, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman 
Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu satu Pintu, Urusan Pemerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan, Urusan 

Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Perdagangan, 
Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Sekretariat 
Daerah, Urusan Pemerintahan Perencanaan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah, Urusan Pemerintahan Keuangan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Urusan 
Pemerintahan Kecamatan pada Kecamatan Telaga 

Langsat, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kandangan dan 
Kelurahan Kandangan Kota. 
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Salinan sesuai dengan aslinya

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

 

     Ditetapkan di Kandangan 
     pada tanggal 3 November 2023  

    
  Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 

                    HERMANSYAH 
  

 
Diundangkan di Kandangan 

 pada tanggal 3 November 2023 
    

            SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

              MUHAMMAD NOOR 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2023 NOMOR 51555 
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